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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 119 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH
JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelengaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan perlu
ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada
Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Negara
Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010
Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian
Negara Serta Sususnan Organisas, Tugas, Dan Fungsi
Eselon I Kementerian Negara;

7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor
54/P Tahun 2014;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
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9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar
dan Menengah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar
dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disebut PJJ adalah
pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan
pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui
penerapan prinsip-prinsip teknologi pendidikan/pembelajaran.

2. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan
informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

3. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses pendidikan jarak jauh.

4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai
tujuan pendidikan tertentu.

5. Belajar Tuntas adalah suatu sistem belajar yang mengutamakan
tingkat penguasaan pada level kompetensi tertentu bagi setiap peserta
didik.

6. Bantuan belajar adalah segala bentuk kegiatan pendukung yang
dilaksanakan oleh penyelenggara PJJ untuk membantu kelancaran
proses belajar peserta didik berupa pelayanan akademis dan
administrasi, maupun pribadi secara tatap muka maupun melalui
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

7. Tutor adalah pendidik memberikan bantuan belajar kepada peserta
didik.

8. Tutorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang dapat
dilaksanakan, baik secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi.
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9. Tempat Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut TKB adalah bagian
dari satuan pendidikan berupa tempat atau ruang yang representatif
untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran.

10. Sekolah terbuka adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal
yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk yang
penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri.

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pendidikan dan kebudayaan.

12. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

13. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota.

BAB II
TUJUAN, KARAKTERISTIK, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

PJJ jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan meningkatkan
perluasan dan pemerataan akses pendidikan, serta meningkatkan mutu
dan relevansi pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 3

PJJ mempunyai karakteristik terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas,
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan, dan/atau
menggunakan teknologi pendidikan lainnya.

Pasal 4

(1) PJJ jenjang pendidikan dasar dan menengah dapat diselenggarakan
pada lingkup:

a. program yang mencakup:

1. mata pelajaran;

2. bidang keahlian, program keahlian, dan/atau paket keahlian;
atau

b. satuan pendidikan.

(2) PJJ pada lingkup mata pelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf a hanya diselenggarakan dalam 1 (satu) mata pelajaran sesuai
dengan kurikulum yang berlaku.

(3) PJJ pada bidang keahlian, program keahlian, dan paket keahlian
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diselenggarakan pada 50%
lebih dari jumlah mata pelajaran.

(4) PJJ yang diselenggarakan pada satuan pendidikan sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf c diselenggarakan pada satuan pendidikan
yang seluruh mata pelajarannya dilaksanakan secara jarak jauh.
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BAB III
KELEMBAGAAN

Pasal 5

(1) Pendidikan jarak jauh dengan lingkup mata pelajaran diselenggarakan
oleh SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK reguler.

(2) Pendidikan jarak jauh dengan lingkup keahlian, program keahlian,
dan/atau paket keahlian diselenggarakan oleh SMK/MAK reguler.

(3) Pendidikan jarak jauh dengan lingkup satuan pendidikan
diselenggarakan dalam bentuk:

a. SD/MI Terbuka;

b. SMP/MTs Terbuka;

c. SMA/MA Terbuka; dan

d. SMK/MAK Terbuka.

Pasal 6

Struktur pengelola sekolah/madrasah penyelenggara PJJ paling sedikit
terdiri atas:

a. kepala sekolah/madrasah;

b. tutor/guru;

c. pengelola sekolah/madrasah penyelenggara PJJ dan TKB; dan

d. tenaga kependidikan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Pasal 7

(1) Pengorganisasian pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan dalam
modus tunggal, modus ganda, atau modus konsorsium.

(2) Pengorganisasian pendidikan jarak jauh modus tunggal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan yang
menyelenggarakan program pendidikan hanya dengan moda jarak jauh.

(3) Pengorganisasian modus ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berbentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan program
pendidikan baik secara tatap muka maupun jarak jauh.

(4) Pengorganisasian modus konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berbentuk jejaring kerja sama penyelenggaraan pendidikan jarak
jauh lintas satuan pendidikan dengan lingkup wilayah nasional
dan/atau internasional.


